DAFTAR PUSTAKA
Abdul Bari Azed, 2008, Kebijakan Pemerintah di bidang Kenotariatan, Media
Notariat, Edisi 8. Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya
Bakti, Jakarta.

Andi Junianto, 2007, Notaris dan Protokol Notaris, Eresco, Bandung.
Anonymus, Pengaturan Hukum Mengenai Keberadaan Minuta Akta Notaris yang
Hilang atau Rusak karena Bencana Alam, Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara.

Badudu dan Zain, 1994, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta.

Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia, Ull Press, Yogyakarta.

Bahder Johan Nasution, 2016, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju,
Bandung.

Basir Barthos, 1989, Manajemen Kearsipan, Bumi Aksara, Jakarta.

Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi
Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum, Sinar Grafika,
Jakarta.

Ghansham Anand, Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Surabaya.

H. Salim HS dan H. Abdullah, 2007, Perancangan Kontrak dan MOU, Sinar
Grafika, Jakarta.

Habib Adjie, 2005, “Tanggung Jawab Notaris, Notaris pengganti, Notaris
Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris Sampai Hembusan
Nafas Terakhir”, Renvoi, Nomor 26. Th. I1l.

Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

147



148

Habib Adjie (I), 2008, Sanksi Perdata dan Administif Terhadap Notaris Sebagai
Pejabat Publik, PT.Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung.

Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hans Kelsen, 2007, Teori Umum hukum dan Negara, dasar-dasar llmu Hukum
Normatif sebagai llmu Hukum Deskriptif-Empirik, (Alih Bahasa oleh
Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta.

Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General
Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-
Dasar IImu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif
Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta.

Hans Kelsen (b), 2006, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutagien, Teori
Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung.

Herlina Effendie, 2013, Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi, Jakarta,
Pustaka Ilmu.

HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Indroharto, 1996, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara,

Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

J. Satrio, 1993, Parate Eksekusi, Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet, Citra
Aditya Bakti,Bandung.

Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Edisi
Reuvisi, Cetakan Il, Banyumedia Publishing, Malang.

Kartini Soedjendro, 2001, Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang Berpotensi
Konflik, Kanisius, Yogyakarta.

Masyhur Efendi, 1994, Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum
Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar IImu Hukum, Cetakan Kedua, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke 9,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta.



149

Prawironegoro Darsono, Filsafat Ilmu Pendidikan, Jakarta: Nusantara Consulting,
2010.

R.Subekti, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia
(UI-Press), Jakarta.

Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan,
Rajawali, Jakarta.

Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya &
Perubahan Organisasi), Alfabeta, Bandung.

Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I, Ichtiar
Baru Van Hoeve, Jakarta.

Tuti Irawati, 2010, Analisa Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum
terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Yanti Jacline Jennifer Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris
dalam Pelanggaran Jabatan Kode Etik Notaris, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta

Jurnal dan Artikel.

Brinda Anitha Wirastuti, Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan
oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain, Jurnal, Al-Qanun Vol.20 No.2,
Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.

Cut Era Fitriyeni, Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta,
Kanun Jurnal llmu Hukum No. 58, Th. XIV. Fakultas Hukum Universitas
Syiah Kuala Banda Aceh.

Dyah Listiarini, Pertanggungjawaban Para Pihak terhadap Protokol Notaris
sebagai Arsip Negara, Jurnal, Jurnal of Sharia and Law Vol.53.
Akademi Kesejahteraan Sosial R.A. Kartini Semarang.

Eko Permana Putra, Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol
Notaris yang Meninggal Dunia, Jurnal, Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam
Vol. 05 No. 01, Universitas Andalas Sumatera Barat.



150

Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani, Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris
kepada Penerima Protokol, Jurnal, Acta Comitas Jurnal Hukum
Kenotariatan, Fakultas Hukum Universits Udayana Denpasar.

Mohamat Riza Kuswanto, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk
Elektronikl dan Kepastian Hukumnya di Indonesia, Jurnal Repertorium,
Volume 1V.No.2. Universitas Sebelas Maret Solo.

Ni Nyoman Candra Krisnayanti, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Gusti Ketut Sri Astiti,
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1. Universitas Udayana Bali.

Ria Trisno Murti, I Gusti Bagus Suryawan, Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas
Daerah dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan
Penjatuhan Sangksi Terhadap Notaris, Jurnal Notariil Vol.2, No.2.
Sekolah Tinggi IImu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh.

Yofi Permana R, Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal
Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat, Jurnal, Jurnal
Cendikia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Tesis

Ratih Tri Jayanat,2010, “Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan
Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri
(Studi  Kasus Putusan  Pengadilan  Negeri  Pontianak  No.
72/Pdtg/Pn.Pontioanak)”,  (Semarang: Program  Studi  Magister
Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Soegianto, 2003, Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya Dengan
Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendir ian Perseroan, Tesis:
Universitas Diponegoro Semarang.

Peraturan Perundang- undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Pasal 1 ayat 13,
Tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia. Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 63 Ayat 2
Tentang Jabatan Notaris.

Republik Indonesia. Undang- undang Nomor 34 Tahun 2009 Pasal 59 tentang
Kearsipan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2014.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016.



